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ABSTRACT

The probleminthisresearchishow to manage vendorsin order to em-
power them asthe subject of city development. Thefirst year of thisresearch
amsat constructing the concept of street vendor management, which accom-
modatestheir needs and expectationsaswell asthose of thewider commu-
nity and the Local Government. The data-collecting methods used include
guestionnaire, in-dept interviewing, and document. The primary dataisthen
used for constructing the concept of street vendor by means of descriptive
analysismodel. Theresultsof thefirst-year research areasfollows: (1) relo-
cating the street vendors based on the specific goods and productssold, (2)
establishing street vendors zonesin collaboration with other ingtitutions, (3)
building shelters, (4) using knock-down parachutes and attractive drawing
wagons, (5) giving routine non-physical guidance, and (6) enforcingthees-
tablished rules.

KataKunci: pedagang kaki lima dan pengelolaan PKL

PENDAHULUAN

Menjamurnya PKL di kota Surakartasebagai dampak krisis ekonomi yang
berkepanjangan mendorong Pemkot membentuk Kantor Pengel ol aan Pedagang K aki

Lima(PK L) yang bertugasmenye enggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan
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PKL. Pembentukan kantor itu didasarkan pada Perda No. 6 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisas dan TataK erjaPerangkat Daerah Kota Surakarta (SOT).

Persoalan PK L tidak lagi sebagai urusan penggunaan fasilitas umum untuk
berdagang paraPK L, tetapi berhubungan dengan urusan perut warga. Banyak PKL
yang ‘waton manggon’ “asal menempati” dengan alasantidak adalagi yang dapat
dilakukan untuk mencari penghidupan. Merekatidak tertib, melanggar peraturan
yang berlaku, dan tidak berwawasan lingkungan dalam berdagang. Lingkungan
menjadi kumuh, semrawut dan kemacetan terjadi di mana-mana. PerdaNo. 8 Tahun
1995 tentang Penataan dan Pembinaan PK L, serta SK WalikotaNo. 2 Tahun 2001
tentang Pedoman Pel aksanaan PerdaNo. 8 Tahun 1995tidak lagi efektif digunakan
untuk menataPK L. Alasan klas knyaadal ah bahwa Perdadan SK Walikotatersebut
dinila tidak |agi relevan denganreditaskondis PKL sekarang. Sdlainitu, Perdadan
SK tersebut jugadinilai tidak akomodatif dan tidak berpihak kepadakepentingan
PK L. Setigp dilakukan penataan dan penertiban seld u ditafsr negetif, sehinggatimbul
aks pembangkangan.

Program Tri KridaUtamayang akan menjadikan K ota Surakartasebagai Kota
Budaya, KotaPariwisatadan KotaOlahragaperlu direalisasi. Untuk itu, penataan
dan pembinaan PKL mendesak untuk ditangani agar tidak menjadi masalah lebih
besar di kemudian hari. Permasa ahannyaada ah bagaimanamenyusun polapenataan
PKL yang solutif dan akseptabel, yang di satu sis menjamin pemberdayaan usaha
PKL yangtidak lagi menjadi masalah pembangunan dan di s lain dgpat digunakan
Pemkot untuk menatadan membinaPK L agar menjadi subjek pembangunan kota.

Tujuan penelitian padatahun | adal ah tersusunnyakonsep polapenataan PK L
di KotaSurakartayang mengakomodas seluruh kepentingan dan harapan dari para
PKL, wargamasyarakat, dan Pemkot K ota Surakarta, khususnya menyangkut
kehidupan aspek ekonomi, sosial dan hukum. Padatahun 11 konsep polapenataan
ini akan disempurnakan menjadi pola penataan yang baku, dan padatahun 111
diharapkan dapat tersusun draf Raperdayang akan diusulkan menjadi Perda.

METODE PENELITIAN

Penelitian eksplorasi berkelanjutan ini (Michael Walizer,1991:64-67),
dilaksanakan di wilayah kota Surakarta yang meliputi Kecamatan Laweyan,
Kecamatan Serengan, K ecamatan Pasar Kliwon, K ecamatan Jebres, dan Kecamatan
Banjarsari. Pendliti berusahamenggali datadaninformas dari sumber datatentang
kepentingan dan harapan PK L, kepentingan dan harapan wargamasyarakat Kota
Surakartaterhadap penataan PK L dan Pemkot Surakarta (200 wargakota).

Datadikumpulkan dengan angket , wawancaradan kajian dokumen dari PKL
Surakarta, 200 wargaK ota, dan produk peraturan dan kebijakan Pemkot, yang
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meliputi PerdaNo. 8 Tahun 1995 (Pemkot), SK No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995, RUTRK Kota Surakarta2003-
2013 (Bapedadan TataK ota), PerdaNo. 6 Tahun 2003 tentang POLDASKota
Surakarta Tahun 2003 — 2008, RENSTRA Kota Surakarta Tahun 2002-2006,
Instruksi WalikotaNo. 660.1/26/111/1988 tentang Peningkatan dan Pel estarian
Program Berseri di Kotamadia Surakarta.

Data selanjutnya diolah menjadi data dasar untuk menyusun konsep pola
penataan dan draf Raperda. Analisis datamenggunakan analisisdeskriptif model
Kerby dan M C Kenna(dalam Kristi Purwandari, 1996). Langkah analisissebagai
berikut: (1) menganalisispendlitian didasarkan padakepentingan dan hargpan subjek
penditian, (2) menge ompokkan kepentingan dan harapan subjek pendlitian berdasar
pada aspek ekonomi, sosial, dan hukum pada suatu pemetaan (mapping), (3)
memastikan bahwakepentingan dan harapan-harapan tel ah terdeskripsikan secara
jelasdan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengkajian lebihlanjut,
yaitu untuk menyusun polapenataan PKL di Surakarta.

Adapun proses kesel uruhan kegiatan penelitian selamatigatahun tergambar
sebagai berikut.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pemetaan diperol eh gambaran tentang kepentingan dan
harapan PKL, Wargamasyarakat K ota Surakarta, dan Pemerintah Kota Surakarta
sebagai berikut.

K epentingan Pemkot adal ah memajukan kesgjahteraan umum, salah satunya
dengan memberdayakan usahaPK L sebagal pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan
memberikan jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam
mel akukan usahaagar | ebih berdayagunadan berhasilguna, sertameningkatkan kese-
jahteraan mereka. Vis Pemkot dalam membina PK L adal ah terciptanyakemitraan
PKL dengan Pemkot dalam pembangunan K otaSurakarta, yaitu: (1) mewujudkan
PKL yang mandiri, memiliki dayatarik, berdayasaing usaha, bersih, tertib hukum
sertamampu berinteraks sosial dengan masyarakat, (2) mewujudkan PKL yang
tertatasesual dengan jenisdagangan dan infrastruktur pendukung sebagal salah satu
dayatarik wisata, dan (3) mewujudkan kawasan dan lokas PKL yang sesua dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kewgjiban Pemkot ada ah mel akukan
koordinasi dalam pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala
bidang, sehingga pemberdayaan PK L juga harustetap selaras dengan wawasan
pembangunan, semacam program dasar SALA BERSERI (bersih, sehat, rapi dan
indah) dan sasaran Tri KridaUtama, yaitu Surakarta sebagai kotabudaya, kota
pariwisatadan ol ahraga, dan menetgpkan tempat-tempat atau faslitasumum sebagai
tempat usaha PKL dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi,
ketertiban, keamanan, kebersi han, dan kesehatan sertakeindahan kota.

K epentingan PKL méeliputi (1) berdagang dengan aman dan tidak takut digusur
(Jw: dioprak-oprak) dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan
dari pemerintah, (2) berdagang yang mendatangkan penghasilan, (3) mengem-
bangkan usahauntuk sandaran hidup, dan (4) memperol eh kepastian hukum atas
usahadan lokasi tempat berdagang.

K epentingan WargaM asyarakat meliputi terpenuhinyabeberapakebutuhan
dari pelayanan PK L, terbukanyakesempatan kerjadan pel uang mendapatkan penda-
patan bagi wargasekitar usahasektor PKL, dan terciptanyalingkungan tempat
tingga dan lingkungan kotayang asri, tertib, dan aman.

Bebergpakonsep penataan PK L sebagal paduan kepentingan ketigakomponen
tersebut adalah sebagai berikut.

a.  Redokas kesuatu tempat untuk PKL yang memiliki spesifikas produk.

b. Pembentukanzoning (pembentukan kawasan PK L) untuk menampung PK L
yang diperlukan masyarakat sekitar, tetapi berdagang di daerah larangan.

c. Pembentukan zoning dengan membangun kios bekerjasamadengan instansi
yang memiliki lahan luas dan komunitasnyasangat membutuhkan pelayanan
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PKL, seperti kompleks sekolahan, rumah sakit, perkantoran besar dan seba-
gainya. Selainitu, dapat pulamemintasetiap Mall dan Pasar Swalayan untuk
menyediakan lahan khususuntuk PKL.

d. Pembuatan Shelter sebagai fasilitasumum untuk berlindung wargadan saat-saet
tertentu dapat digunakan untuk tempat usahaPK L. Shelter dibangun di daerah/
kawasan yang masi h terdapat ruang/tanah negaradi tepi jalan-jalanumum.

e. Penggunaantendaknock down (bongkar pasang) dan gerobak dorong untuk
tempat dan saranadagang PKL yang menempati daerah-daerah keramaian
dengan memperhatikan keindahan dan keamanan lingkungan.

f.  Pembinaan dan penataan nonfisik secararutin oleh Pemkot dengan tujuan
merubah menta dan perilaku PKL yang menganut pringp“ pokoknya’ menjadi
wargayang sadar hukum dan berwawasan lingkungan.

g. Penertiban dan penegakan Perdasecararutin yang bertujuan agar perundang-
undangan dan peraturan dipatuhi bersama, dan PKL yang membandel dan
tidak mengindahkan peraturan diberi surat teguran dan peringatan, dan
selanjutnyadikirim rekomendasi pada Tim Penegak Perdauntuk dilakukan
tindakanyudtis.

Sdlainitu, konsep polapenataan jugadidasarkan atas: (1) paduan kepentingan
PKL, WargaMasyarakat K ota, dan Pemkot menurut tinjauan aspek ekonomi, sosa
dan hukum, (2) tingkat keterkaitan usahaPK L dengan lingkungan dan pembeli, dan

(4) rencanapembeian. Konsep polapenataannyadapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Konsep PolaPenataan PKL Berdasar Tinjauan Aspek Ekonomi,

Sosid dan Hukum
ingi Keinginan -
Kelpnlgll?an Wa%’ga Keinginan Pemkot Konsep Penataan
1 2 3 4
Tinjauan Aspek Ekonomi
Kesempatan - Terpenuhinya | - Terciptanyausaha Memberdayakan usaha sektor
berusaha dalam beberapa mandiri sebagai informal PKL dengan jaminan
perdagangan kebutuhan bentuk krestifitas perlindungan, pembinaan dan
barang dan jasa dari usaharakyat kecil pengaturan usaha agar lebih berdaya
yang dijamin pelayanan - Terciptanya gunadan berhasil guna serta dapat
oleh PKL lapangan kerjadi meningkatkan kesejahteraan PKL
pemerintah - Terbukanya sektor informal khususnya dan masyarakat kota
dengan kesempatan yang dapat umumnya.
jaminan kerjabagi mengurangi angka
perlindungan, masyarakat pengangguran
pembinaan dan kota
pengaturan
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1 2 3 4
Mendapat Pendapatan - Meningkatkan Pemkot beserta seluruh elemen
penghasilan bagi warga pertumbuhan masyarakat mendukung usaha PKL
yang cukup sekitar lokasi ekonomi kotayang | dengan menciptakan kondisi yang
dari usaha PKL signifikan. kondusif dan melakukan pembinaan
sektor informal - Peningkatan dan upaya mengembangkan
PKL kesgj ahteraan kemampuan mangjerial, agar usaha
warga kota. PKL lebih berkembang
- Restribusi untuk
sumber PAD

Usaha PKL Layanan jasa - Prospek Pemkot beserta stakeholders kota
men;jadi PKL lebih baik pertumbuhan menjalin kerjasama dalam
pekerjaan dan ekonomi kota permodalan dan kemitraan usaha
pokok yang memuaskan terjamin dengan PKL yang saling
berkembang - Beban sosial menguntungkan kedua belah pihak.
dan Pemkot lebih
menjanjikan ringan.

Tinjauan Aspek Sosial
Alternatif Peluang kerja Sebagai katup Memberdayakan usaha PKL agar
usaha bagi di luar sektor pengaman sosia, dapat menampung tenaga kerja
mereka yang formal khususnya dalam
tidak memiliki mengurangi
kesempatan pengangguran
bekerjadi
sektor formal.
Bekerjadengan | Lingkungan Program SALA - Penyuluhan tentang waktu usaha,
damai tanpa asri dan aman BERSERI menuju tempat usaha dan sarana usaha
ada konflik TRI KRIDA yang menjamin keindahan dan
lingkungan UTAMA berjalan keamanan yang mendukung

dengan baik program Pemkot.

- Penyuluhan sadarkum sebagai
pembinaan non-phisik, agar PKL
dapat menjalin hubungan serasi
dengan lingkunganan tempat
usahadengan prinsip tidak ada
yang merasa dirugikan.

Tempat usaha - Mudah untuk Terjaminnya - Penyuluhan Sadarkum sebagai
yang strategis memenuhi kehidupan perkotaan pembinaan non-phisik agar PKL
yang kebutuhan yang tertib, aman dan bertanggungjawab terhadap
marketable dari layanan damai bagi seluruh ketertiban kerapian, kebersihan,
PKL warga kota dan warga keindahan, kesehatan lingkungan
- Kotatetap pengunjung. dan keamanan di sekitar tempat
asri dan usaha
kehidupan - Pengaturan tempat usaha PKL
masyarakat yang menjamin ketertiban,
aman, dan keamanan dan keindahan kota,
tertib serta menunjang program

pemerintah menjadikan Kota Sala
sebagai kotabudaya, pariwisata
dan olahraga.
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1 2 3 4
Tinjauan Aspek Hukum

Kepastian - Lingkungan - Mengarahkan usaha sektor - Program legalisasi usaha
hukum atas tempat informal menjadi sektor dan penempatan lokas
usaha dan tinggal dan formal tanah kekayaan negara
lokasi tempat lingkungan - Ketaatan warga kota dengan menerbitkan ijin
berdagang kotayang terhadap peraturan- - Menyusun Perda dan
yang tidak asri dan peraturan yang berlaku, atau peraturan-peraturan
akan digusur tertib seperti PERDA, RUTRK lainnya tentang
serta memiliki - Tersedianya dan program SALA penataan PKL yang
akses untuk fasilitas BERSERI. mengakomodasi
mencari moda umum yang - Menjamin pelayanan untuk kepentingan para PKL
dari lembaga memadai seluruh warga kota dalam dan warga kota,
pembiayaan mendapatkan fasilitas sehingga lebih solutif
formal (Bank) umum dan akseptabel

Tabel 2. Penataan Penempatan Lokas Usaha
Menurut Tingkat K eterkaitan Usaha Dengan Lingkungan dan Pembeli

Tingkat
Keterikatan Contoh
dengan Jenis Usaha Konsep Penataan
Pembeli
Keterikatan | Jasa 1. Lokas usahadekat dengan pembeli
dengan fotokopi, 2. Jam usaha sesuai dengan aktivitas lingkungan dan pembeli
lingkungan | rental 3. Memerlukan lahan sesuai jenis dan besarnya usaha.
dan kompuiter, 4. Kadang memerlukan bangunan permanen yang menjamin
pembeli Jasa keamanan atas peralatan usaha, kadang tidak sesuai karakteristik
tinggi penjilidan usaha.
karyailmiah, | 5. adayang memerlukan aliran listrik sebagai penunjang aktivitas
Warung usaha
Makantidak | 6. Memerlukan saranatoilet umum
terkenal, 7. sebagian memerlukan lahan parkir.
Bumbon 8. Dapat diformat pada konsep penataan kawasan tetapi bersifat
menyebar, bukan model pasar.
9. Memerlukan modal cukup besar.
Keterikatan | Warung 1. Lokas usahatidak mutlak harus berdekatan dengan lokasi pembeli
dengan makan dan 2. Sebagian memerlukan tempat strategis sering dilewati dan dilihat
lingkungan | minuman pembeli serta mudah diakses dan sebagian tidak terlalu
dan terkenal, membutuhkan.
pembeli Warung 3. Jam usaha sesuai keinginan PKL.
tidak tinggi | Rokok, Kios | 4. Memerlukan lahan usaha variatif sesuai jenis dan besarnya usaha
penjual Untuk warung makan perlu minimal 1,5 X 3 m, dan untuk usaha
koran, Kios lain sesuai dengan kebutuhan.
Bensin, 5. Saranausaha dapat berupa gerobak dorong atau bangunan knock
Tambal ban, down atau bangunan semi pernanen dan permanen sesual jenis
usaha
6. Sebagian memerlukan lahan parkir minimal 1 X 3 meter.
7. Tidak dapat diformat pada penataan model konsep kawasan.
8. Sebagian memerlukan modal besar, dan sebagian tidak.
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Tabd 3. Konsep Penataan Lokas Usaha PK L Menurut RencanaPembelian

Jenis Pembeli Contoh Jenis Usaha Konsep Penataan
Pembeli pada Semua jenis usaha Tempat usaha dilalui banyak orang, seperti tepi jalan
usaha PKL tidak | terutama untuk umum, tempat keramaian (sekolah, tempat
merencanakan memenuhi kebutuhan | hiburan/olahraga, lingkungan pusat perbelanjaan,
pembelian sangat mendesak dan pasar, dil) dengan pola penataan dengan sarana
terlebih dahulu harus segeradipenuhi | berdagang yang tidak merusak keindahan dan tidak
dan tidak pilih- saat itu. Contoh; menimbulkan kemacetan, dengan rincian:
P”'-h pedagang/ tgmbal be}n, b_engkel, 1. Lokasi usahastrategis, sering dilewati calon
incidental kios bensin, kios ; -
- konsumen dan menyebar (tidak diformat dalam
buyers. rokok, kios koran, stan 4 . )
; ; satu kawasan) sesuai potensidan tidak
voucher, kios sebagian Kibatkan kemacetan d <k keindah
warung makanan dan m%qlgunéan an kemacetan dan meru eindahan
minuman Siap sai, 2. Saranadagang berupa gerobak dorong dengan
kios kios pakaian, dan . .
sebagainya etalase yang mena_\rlk dqn r_noblle_.

3. Jam usahatidak dibatasi disesuaikan dengan
keinginan PKL

4. Tidak disediakan lahan parkir khusus.

5. Secararutin diberikan penyuluhan dan pembinaan
kepada PKL untuk meningkatkan kemampuan
mangjerial dan kesadaran PKL atas kebersihan
lingkungan, keamanan dan ketertiban

Pembeli Semua jenis PKL Menggunakan penataan model kawasan dengan akses
merencanakan yang memiliki jalan dan transportasi yang mendukung, dengan
pembelian kekhasan/ spesifikasi rincian :
g;bl:m;gum produk 1. Lokas usahadikonsep dengan model kawasan,

. Contoh : Klitikan, sehingga tidak mutlak harus berdekatan dengan
sehinggatelah ;
memiliki warung makanan & lokas konsumen. _ _
gambaran minuman terkena, 2. empat usaha mudah diakses pembeli.

jasareparas, bengkel 3. Jam usaha dapat dibatasi atau tidak dibatasi sesuai

pedagang Mana | 4 el ped keinginan PKL
yang akan dituju erkenal, pedagang einginan .

/Planned buyers

kemasan, foto copy,
penjilidan, rental
komputer

4. Lahan usahadisediakan dengan luas tertentu
sesuai jenis usaha, seperti untuk warung makan
memerlukan minimal 1,5 X 3 meter, sedangkan
untuk usahayang lain menyesuaikan dengan
kebutuhan.

5. Saranausaha dapat berupa gerobak dorong atau

bangunan knock down atau bangunan semi

permanen

Disediakan aliran listrik bagi yang butuh

Disediakan sarana air bersih dan toilet.

Disediakan lahan parkir yang cukup.

Secara rutin diberikan penyuluhan dan pembinaan

untuk meningkatkan kemampuan mangjerial dan

kesadaran PKL atas kebersihan lingkungan,
keamanan dan ketertiban.

© 0N
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SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisisdata, s mpulan yang dapat diambil adal ah sebagai

berikut.

1.

Penataan Pedagang Kaki Limabertujuan untuk memberdayakan usaha sektor
informal PK L dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan usaha
agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, serta dapat meningkatkan
kesgjahteraan PK L khususnyadan masyarakat kotaumumnya.

Pemkot beserta sel uruh e emen masyarakat mendukung usaha PK L dengan
menciptakan kondis yang kondusif.

Untuk mengatas permasa ahan, penempatan lokas usahaPK L dapat dil akukan
dengan mempertimbangkan keterikatan usahaPK L dengan lingkungan dan
konsumen, latar bel akang kebutuhan konsumen (direncanakan terlebih dahulu
atautidak), dan keindahan lingkungan, keamanan, sertaketertiban, yang dapat
dilakukan dengan beberapacarasebagai brikut:

a. Relokas ke suatutempat

b. Pembentukan zoning (pembentukan kawasan PKL) untuk menampung
PKL yang diperlukan masyarakat sekitar, tetapi berdagang di daerah
larangan.

c. Pembentukan zoning dengan membangun kios dan bekerjasamadengan
ingtans yang memiliki lahan luas dan komunitasnyasangat membutuhkan
pelayanan dari PKL.

d. Pembuatan Shelter sebagai fasilitasumum untuk wargadan tempat usaha
PKL.

e. Penggunaantendaknock down (bongkar pasang) dan gerobak dorong
untuk tempat dan saranadagang PKL yang menempati daerah-daerah
keramai an dengan memperhatikan keindahan dan keamanan lingkungan.

Diperlukan penyul uhan dan pembinaan mangjerial oleh Pemkot dan elemen
masyarakat lain agar usashaPK L dapat mandiri dan berkembang.

Pembinaan dan penataan nonfisik bertujuan mengubah mental dan perilaku PKL
yang menganut prinsp “pokoknya” menjadi wargayang sadar hukum dan
berwawasan lingkungan.

Penertiban dan penegakan Perdasecararutin yang bertuj uan agar perundang-
undangan dan peraturan dipatuhi bersama.
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